NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG
REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI MELALUI JARINGAN
BERGERAK SELULER

URGENSI
Judul Rancangan : | Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi
Peraturan Menteri dan Digital tentang Registrasi Pelanggan

Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan
Bergerak Seluler

Tanggal : | 17 Oktober 2025
Dasar Penyusunan : |a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Rancangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang

c. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi

d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan
Penyiaran

e. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun
2024 tentang Kementerian Komunikasi
dan Digital

f. Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Digital

Prioritas/Urgensi : | Sangat Segera

a. Registrasi menggunakan data
kependudukan  biometrik  pengenalan
wajah (face recognition) merupakan salah
satu upaya untuk meningkatkan validitas
data pelanggan jasa telekomunikasi demi
tercapainya peningkatan keamanan digital
secara nasional. Sebagaimana diketahui
saat ini, proses registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi masih menggunakan




Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
Nomor Kartu Keluarga (No.KK) yang
belum dapat memastikan validitas
pelanggan jasa telekomunikasi.

. Registrasi menggunakan data

kependudukan biometrik pengenalan
wajah (face recognition) merupakan upaya
pencegahan tindak kejahatan siber seperti
penipuan digital, hoaks, judi online, spam,
hingga penyalahgunaan nomor pelanggan
jasa  telekomunikasi/Mobile = Subsciber
Integrated  Services  Digital Network
(MSISDN).

Latar Belakang

. Sesuai dengan ketentuan Pasal 154

Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi (PM
Kominfo No.5/2021), penyelenggara
jaringan bergerak seluler wajib
menggunakan identitas pelanggan jasa
telekomunikasi untuk registrasi berupa
nomor MSISDN atau nomor pelanggan
jasa telekomunikasi yang digunakan dan
Data Kependudukan berupa NIK dan
No.KK, atau NIK dan data kependudukan
biometrik.

. Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi

saat ini umumnya menggunakan NIK dan
No.KK sebagai identitas calon pelanggan
jasa  telekomunikasi. @ Namun, pada
prakteknya registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi menggunakan NIK dan
No.KK banyak disalahgunakan dengan
menggunakan identitas milik orang lain
untuk memperoleh keuntungan pribadi
atau golongan, seperti penyebaran hoaks,
judi online, SMS spamming, penipuan,
dan lain-lain.

. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan

identitas dalam registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi dan sesuai Pasal 153 ayat
(2) PM Kominfo No.5/2021 terdapat
kewajiban  bagi penyelenggara jasa
telekomunikasi untuk menerapkan
Prinsip Mengenal Pelanggan (Know Your
Customer/KYC) yang dapat dilakukan
melalui registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi menggunakan data




kependudukan biometrik antara lain
teknologi pengenalan wajah (face
recognition), teknologi pengenalan sidik
jari (finger print recognition), dan teknologi
pengenalan iris mata (iris recognition).

Maksud dan Tujuan

. Maksud dari Peraturan Menteri ini adalah

sebagai pedoman bagi penyelenggara
jaringan bergerak seluler dalam
pelaksanaan registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi.

. Peraturan Menteri ini bertujuan

mendorong penyelenggara jaringan
bergerak seluler melakukan registrasi
pelanggan jasa telekomunikasi
menggunakan data kependudukan
biometrik, mencegah penyalahgunaan
identitas milik orang lain tanpa hak dan
melawan  hukum  untuk  registrasi
pelanggan jasa telekomunikasi dan
meningkatkan validitas pelanggan jasa
telekomunikasi dengan menerapkan
prinsip KYC, serta perlindungan data
pribadi pelanggan jasa telekomunikasi
pengguna sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pokok-Pokok Pengaturan

Hal-hal

utama yang diatur

dalam Rancangan Peraturan Menteri

Komunikasi dan Digital tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
Melalui Jaringan Bergerak Seluler antara lain:

Tata Cara Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Keamanan Data Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

Pencegahan Penyalahgunaan Nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi;

a.
b.
C.

d.

dan

Pengawasan dan Pengendalian.




NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI MELALUI
JARINGAN BERGERAK SELULER

NASKAH ANALISIS KEBIJAKAN

Judul Naskah Analisis Kebijakan

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

a. Rumusan Masalah

Beberapa isu dalam kebijakan ini, yaitu:

1) Biaya hak akses data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face
recognition) sebesar Rp 3.000,- membebani pelanggan dan
penyelenggara;

2) Perangkat non smartphone milik pelanggan yang belum mendukung
registrasi pelanggan menggunakan biometrik secara mandiri;

3) Registrasi biometrik untuk usia dibawah 17 tahun yang belum
melakukan perekaman data kependudukan biometrik pengenalan
wajah (face recognition);

4) Pembatasan kepemilikan nomor per NIK/biometrik;

5) Pembebanan Biaya hak akses data kependudukan biometrik
pengenalan wajah (face recognition) untuk keperluan registrasi ulang;
dan

6) Masa transisi.

b. Ruang Lingkup

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler
merupakan  kebijakan regulasi yang harus dilakukan untuk
menyempurnakan regulasi yang telah ada, yakni registrasi pelanggan jasa
telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (PM
Kominfo No.5/2021).

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Registrasi
Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler
mengatur tentang ketentuan registrasi pelanggan meliputi tata cara
registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, keamanan data pelanggan jasa
telekomunikasi, pencegahan penyalahgunaan nomor pelanggan jasa
telekomunikasi, serta pengawasan dan pengendalian.




c. Sasaran dan Jangkauan Pengaturan

Sasaran kebijakan atau regulasi ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi
Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler serta pihak-pihak terkait dan
untuk memastikan kepatuhannya dalam implementasinya. Dalam
penyusunan RPM ini melibatkan:

1) Kementerian/Lembaga terkait;

2) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler;

3) Distributor, Agen, Outlet dan/atau perorangan; dan

4) Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia.

Langkah-langkah utama (key steps) dan jangka waktu (time frame)
Penyusunan RPM ini ditargetkan selesai pada bulan Desember 2025
dengan time frame sebagai berikut:

Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
Penyusunan RPM Februari - Oktober 2025
Konsultasi Publik Minggu IV Oktober 2025
Harmonisasi Internal Minggu III November 2025
Harmonisasi External Minggu IV November 2025
Penetapan Minggu III Desember 2025
Pengundangan Minggu IV Desember 2025

Manfaat Strategis

1) Meningkatkan validitas data pelanggan seluler demi tercapainya
peningkatan keamanan digital secara nasional.

2) Mencegah terjadinya tindak kejahatan siber seperti penipuan digital,
hoaks, judi online, spam, hingga penyalahgunaan nomor seluler.

3) Melindungi data pribadi pelanggan jasa telekomunikasi dari
penyalahgunaan identitas tanpa hak dan melawan hukum oleh
oknum.

4) Kepastian hukum bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dalam
pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan
data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition).

5) Memberikan kemanfaatan di berbagai aspek, yaitu:

a) Aspek ekonomi, berupa dukungan pertumbuhan ekonomi di sektor
telekomunikasi;

b) Aspek legal, berupa jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan
registrasi pelanggan jasa telekomunikasi bagi Penyelenggara
Bergerak Seluler;

c) Aspek sosial, berupa kemudahan bagi masyarakat dalam
melaksanakan registrasi kartu perdana untuk mendapatkan
layanan yang baik;

d) Aspek bisnis, berupa potensi efisiensi bagi Penyelenggara Bergerak
Seluler untuk pengadaan chipset untuk SIM Card yang sebelumnya
pelanggan beli buang kartu setiap bulan, dengan registrasi
biometrik diharapkan masyarakat tidak beli buang kartu setiap
bulan; dan




e) Aspek keamanan, dengan registrasi menggunakan data
kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition), kecil
kemungkinan penyalahgunaan identitas pelanggan untuk
mengaktifkan SIM Card tanpa hak dan melawan hukum.

Konsultasi Publik

Penyusunan RPM tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui
Jaringan Bergerak Seluler dilakukan melalui proses konsultasi publik pada
situs web Kementerian Komunikasi dan Digital yang dilakukan pada Minggu
ke-4 bulan Oktober 2025.

Risiko, Dampak, dan Mitigasi

Deskripsi Risiko/Dampak Strategi Mitigasi
Penolakan dari Penyelenggara |a. Keterlibatan pemangku
Jaringan Bergerak Seluler, kepentingan dan Penyelenggara
Asosiasi, Distributor, Agen, Outlet Jaringan Bergerak Seluler,
dan/atau perorangan. Asosiasi dalam penyusunan RPM

ini;

b. Memberikan kesempatan kepada
Penyelenggara Jaringan Bergerak
Seluler dan tenaga ahli untuk
memberikan masukan-masukan;

c. Kewajiban melakukan sosialisasi
melalui berbagai media oleh
Penyelenggara Jaringan Bergerak
Seluler; dan

d. Pendokumentasian setiap proses
yvang dijalankan.

Pengaturan implementasi a. Keterlibatan pemangku
registrasi menggunakan data kepentingan dan Penyelenggara
kependudukan biometrik Jaringan Bergerak Seluler,
pengenalan wajah (face Asosiasi dalam penyusunan RPM
recognition) ini;

b. Melakukan benchmark ke
beberapa negara; dan

c. Memastikan Penyelenggara
Jaringan Bergerak Seluler
mempersiapkan infrastruktur
pendukung dan persyaratan yang
diperlukan.
Pengawasan dan pengendalian a. Pengawasan dan pengendalian
implementasi registrasi dilakukan dilakukan oleh
menggunakan data Direktorat Pengendalian
kependudukan biometrik Ekosistem Digital, Ditjen
pengenalan wajah (face Ekosistem Digital;
recognition) b. Pemberian sanksi kepada

Penyelenggara Jaringan Bergerak




Seluler terhadap pelanggaran
atas ketentuan yang di atur
dalam Permen Komdigi tentang
Registrasi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi Melalui Jaringan
Bergerak Seluler; dan

c. Melakukan evaluasi kebijakan
atas berlakunya Permen Komdigi
tentang  Registrasi Pelanggan
Jasa Telekomunikasi Melalui
Jaringan Bergerak Seluler secara
berkala, dan memberikan
masukan kepada pimpinan jika
ditemukan adanya ketentuan
yvang perlu dilakukan perbaikan.

Dampak Anggaran

Kebutuhan anggaran: Rp300.000.000., yang akan dialokasikan untuk
penyusunan RPM ini.

Dampak Regulasi
Tidak ada

Alternatif Kebijakan

Penyusunan RPM tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui
Jaringan Bergerak Seluler merupakan satu-satunya alternatif kebijakan
mengingat pada PM Kominfo No.5/2021 Bab XIII Pasal 173 mengamanatkan
pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan teknis pelaksanaan registrasi
menggunakan data kependudukan biometrik.

Apabila RPM ini tidak disusun, maka akan menimbulkan ketidakpastian
hukum khususnya bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler dalam
pelaksanaan registrasi menggunakan data kependudukan biometrik.

Strategi Implementasi

Agar kebijakan ini dapat diimplementasikan, maka perlu dilakukan:

a. penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib melakukan sosisalisasi
melalui berbagai media akan dilakukan pada bulan Oktober 2025
sampai dengan Maret 2026.

b. Kemkomdigi melakukan sosisalisasi melalui media yang dimiliki pada
bulan Oktober 2025 sampai dengan Maret 2026.

c. Mitigasi risiko dan penanganan risiko yang baik sehingga tidak
mengganggu jadwal implementasi.




Lampiran

Draft RPM tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui
Jaringan Bergerak Seluler.




